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Penelitian ini berfokus pada fenomena tren sound horeg yang marak di
ruang publik dan menimbulkan perdebatan etis serta sosial, terutama dalam
perspektif hukum fiqih. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren
tersebut melalui pendekatan kaidah-kaidah fiqih guna menemukan batasan
etis penggunaan audio di ruang publik, sehingga dapat dipahami sejauh
mana kebebasan berekspresi dapat dijalankan tanpa menimbulkan mudharat
bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode library research
dengan mengkaji literatur klasik dan kontemporer, baik berupa kitab fiqih
maupun artikel ilmiah modern. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen
terhadap teks-teks hukum Islam serta didukung oleh literatur akademik yang
relevan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis
dengan menghubungkan fenomena sosial dengan kaidah fiqih. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa fenomena sound horeg dapat dipahami
melalui empat kaidah fiqih utama: lā ḍarar wa lā ḍirār (tidak boleh ada
bahaya dan saling membahayakan), yuḥtamal al-ḍarar al-khāṣ li daf‘i al-ḍarar al-‘ām (menangguhkan kemudharatan yang kecil untuk mencegah
kemudharatan yang lebih besar), dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-
maṣāliḥ (mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan),
dan mā ubiḥa li al-ḍarūra yuqaddar bi qadarihā (segala yang dibolehkan
karena darurat dibatasi sesuai kadar kebutuhannya). Interpretasi terhadap
kaidah-kaidah tersebut menegaskan bahwa tren sound horeg harus dibatasi
secara proporsional agar tidak menimbulkan gangguan, baik terhadap
kesehatan, lingkungan, maupun ketertiban sosial. Implikasi penelitian ini
adalah perlunya regulasi berbasis nilai-nilai fiqih yang dapat menjadi dasar
bagi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mengelola fenomena
budaya populer ini secara etis dan maslahat.
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Pendahuluan

Fenomena tren “sound horeg” dalam masyarakat, khususnya di kalangan anak muda dan

komunitas tertentu di Indonesia, menjadi sebuah realitas sosial yang menarik untuk dikaji. Istilah

sound horeg merujuk pada kebiasaan memainkan musik atau audio dengan volume sangat keras

melalui perangkat pengeras suara yang dipasang pada kendaraan bermotor, acara hajatan, hingga

ruang publik lainnya. Fenomena ini bukan hanya menjadi hiburan atau gaya hidup, tetapi juga

menimbulkan perdebatan mengenai etika sosial, kenyamanan publik, hingga implikasi hukumnya

dalam perspektif Islam (Fitria, 2025). Sebagai bagian dari praktik keseharian yang berkembang secara

massif, “sound horeg” menuntut analisis lebih mendalam, khususnya dari sudut pandang fiqih, yang

menimbang aspek etika, maslahat, serta batasan syar’i dalam penggunaan audio (Hutabarat &

Harianto, 2024).
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Urgensi penelitian ini semakin nyata ketika fenomena tersebut sering menimbulkan ketegangan

sosial, seperti gangguan terhadap lingkungan sekitar, terganggunya kenyamanan beribadah, hingga

potensi konflik antarwarga. Dalam kerangka fiqih, persoalan ini berkaitan erat dengan prinsip dar’u al-

mafāsid wa jalbu al-mashālih (menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan) serta konsep

etika bermuamalah yang menekankan pentingnya menjaga hak orang lain. Dengan demikian, tren

“sound horeg” bukan sekadar persoalan budaya populer, melainkan problem sosial yang perlu didekati

secara akademik melalui kacamata hukum Islam agar diperoleh pemahaman yang seimbang antara

kebebasan berekspresi dan etika bermasyarakat.

Permasalahan utama yang muncul adalah ketiadaan batasan jelas dalam praktik penggunaan

sound horeg, baik dari aspek sosial maupun hukum agama. Banyak kalangan yang menganggapnya

sebagai ekspresi seni dan kebebasan individu, sementara pihak lain menilai bahwa praktik tersebut

merugikan hak orang lain, menimbulkan kebisingan, bahkan mendekati bentuk isrāf (pemborosan)

dalam penggunaan fasilitas audio (Suhala et al., 2025). Ketegangan inilah yang menunjukkan adanya

pertentangan antara nilai-nilai kebebasan budaya dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang

menekankan keseimbangan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap sesama. Maka, fokus

penelitian ini diarahkan pada pertanyaan utama: bagaimana analisis fiqih memandang tren “sound

horeg” dalam kerangka etika dan batasan penggunaan audio?

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan kontribusi pada pemahaman fenomena

penggunaan musik, audio, dan etika publik, meski belum menyentuh secara spesifik pada fenomena

sound horeg. Pertama, penelitian oleh Al-Harthi (2020) dalam Journal of Islamic Ethicsmembahas etika

penggunaan media suara dalam ruang publik menurut perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Hasilnya

menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat

(Junaedi, 2024). Kedua, studi oleh Yusuf & Abdullah (2021) di International Journal of Islamic Thought

meneliti implikasi musik dan kebisingan dalam perspektif fiqih kontemporer, yang menemukan bahwa

kebisingan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār (tidak boleh
membahayakan dan merugikan) (Sulistyo et al., 2025). Ketiga, penelitian oleh Rahman (2022) dalam

Asian Journal of Islamic Studies mengulas tentang budaya populer dan fiqih sosial, di mana praktik

hiburan massa perlu dianalisis dalam kaitannya dengan norma Islam agar tetap berada dalam

kerangka etika yang benar (Maloko et al., 2024).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran teoritis, terdapat gap penelitian

yang jelas. Belum ada penelitian yang secara spesifik menelaah fenomena sound horeg sebagai praktik

kontemporer yang unik di Indonesia, padahal tren ini memiliki implikasi etika, sosial, dan hukum fiqih

yang signifikan. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan

menawarkan analisis fiqih yang lebih aplikatif terhadap fenomena tersebut, sehingga dapat

menjembatani antara realitas sosial dan norma-norma Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis fiqih terhadap fenomena sound horeg

sebagai praktik budaya kontemporer yang belum pernah dikaji secara mendalam dalam literatur

akademik. Jika penelitian sebelumnya hanya membahas musik, hiburan, dan kebisingan secara umum,

maka penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menelaah fenomena khusus yang
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mengandung problematika etika publik, hak individu, dan kemaslahatan sosial. Pendekatan ini

mengkombinasikan teori maqāṣid al-syarī‘ah, kaidah fiqih lā ḍarar wa lā ḍirār, serta etika

bermuamalah, sehingga menghasilkan kerangka analisis yang unik dan relevan. Dengan demikian,

penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi konseptual, tetapi juga menawarkan solusi praktis

dalam menetapkan batasan penggunaan audio berdasarkan prinsip syariah.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tren sound horeg dari perspektif fiqih

dengan fokus pada aspek etika dan batasan penggunaan audio. Secara lebih rinci, penelitian ini

bertujuan menjawab persoalan krusial terkait sejauh mana praktik sound horeg dapat diterima dalam

kerangka syariat Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip fiqih dapat dijadikan dasar dalam menetapkan

batasan yang adil antara kebebasan berekspresi dan kewajiban menjaga ketertiban sosial. Penelitian

ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata, baik secara akademis dalam pengembangan

studi fiqih kontemporer, maupun secara praktis dalam memberikan pedoman etis bagi masyarakat

yang terlibat dalam praktik ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research

(penelitian kepustakaan) (Adlini et al., 2022). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada

analisis normatif-konseptual terkait tren sound horeg ditinjau dari perspektif fiqih, khususnya dalam

dimensi etika dan batasan penggunaan audio. Sumber data penelitian diperoleh dari literatur primer

berupa kitab-kitab fiqih klasik maupun kontemporer, serta literatur sekunder berupa jurnal, artikel

ilmiah, dan buku-buku terkait yang relevan dengan tema etika penggunaan suara dalam Islam. Melalui

pendekatan kepustakaan, penelitian ini berusaha merumuskan pemahaman komprehensif

berdasarkan dalil-dalil normatif, teori maqāṣid al-syarī‘ah, dan kaidah fiqih yang berkaitan dengan

fenomena sosial kontemporer.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses dokumentasi dan

telaah literatur (Muhasor et al., 2024). Data primer berupa teks-teks fiqih dianalisis untuk menemukan

dasar-dasar hukum yang relevan dengan persoalan sound horeg. Sementara itu, data sekunder seperti

hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal internasional, serta literatur tentang budaya populer dan etika

sosial digunakan untuk memperkaya analisis dan memperluas konteks kajian. Proses pengumpulan

data dilakukan secara sistematis dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyeleksi

literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian (Qomaruddin & Sa’diyah, 2024).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis)

dengan pendekatan deskriptif-analitis (Syahrial & Adi, 2024). Analisis isi dilakukan dengan membaca

secara mendalam teks-teks fiqih serta literatur terkait, kemudian menafsirkan maknanya dalam

kerangka maqāṣid al-syarī‘ah dan kaidah fiqih seperti lā ḍarar wa lā ḍirār serta dar’u al-mafāsid wa

jalbu al-maṣāliḥ. Hasil interpretasi tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan

gambaran yang jelas mengenai etika dan batasan penggunaan audio dalam tren sound horeg. Dengan

teknik ini, penelitian mampu menghasilkan kesimpulan yang argumentatif, logis, serta dapat

dipertanggungjawabkan secara akademik.
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Hasil dan Pembahasan

Fenomena sound horeg yang merebak di berbagai daerah di Indonesia memperlihatkan

kompleksitas persoalan antara ekspresi budaya, kebutuhan hiburan, dan tuntutan etika sosial dalam

perspektif Islam (Adzhani et al., 2024). Analisis fiqih terhadap fenomena ini menghasilkan beberapa

temuan penting yang dapat dipahami melalui kerangka kaidah fiqih yang berfungsi sebagai prinsip

universal dalam pengambilan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan setidaknya empat dimensi

utama yang menunjukkan relevansi kaidah fiqih dengan praktik sound horeg: aspek etika sosial, hak

individu dan kolektif, potensi kemudharatan, serta masalah kemaslahatan publik.

A. Etika Sosial dan Prinsip Tidak Menimbulkan Bahaya

Kaidah fiqih yang relevan untuk memahami fenomena sound horeg dari sisi etika sosial adalah

رررض الا ررض لا (lā ḍarara wa lā ḍirāra), yang berarti "Tidak boleh membahayakan diri

sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." HR. Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah (Al-

Bukhari, Shahih Bukhari). Dalam praktik sound horeg, penggunaan audio dengan volume sangat tinggi

terbukti menimbulkan gangguan kenyamanan publik, mulai dari terganggunya waktu istirahat warga,

anak-anak yang sulit belajar, hingga suasana ibadah yang tidak khusyuk (Wijaya, 2022).

Interpretasi dari kaidah ini menunjukkan bahwa kebebasan seseorang dalam menikmati musik

atau hiburan tidak boleh melanggar hak ketenangan orang lain (Subekti & Niswah, 2024). Dengan

demikian, penggunaan sound horeg pada volume berlebihan bertentangan dengan prinsip dasar fiqih

yang mengutamakan pencegahan bahaya. Hal ini selaras dengan temuan Yusuf & Abdullah (2021) yang

menegaskan bahwa kebisingan dapat dipandang sebagai pelanggaran etika publik dan masuk kategori

ta‘addī (melampaui batas) (Mun’im, 2022).

Tabel 1. Hubungan Tren Sound Horeg dengan Kaidah Fiqih

Aspek Realitas Kaidah Implikasi

Dampak

Sosial

Menimbulkan kebisingan,

mengganggu istirahat, dan

aktivitas masyarakat

Lā ḍarar
wa lā ḍirār

Praktik sound horek pada

volume berlebihan harus

dihindari.

Hak Orang

Lain

Warga sekitar kehilangan

kenyamanan dan ketenangan

Lā ḍarar wa

lā ḍirār
Hak individu tidak boleh

melanggar hak kolektif.
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B. Hak Individu dan Hak Kolektif dalam Perspektif Kemaslahatan

Kaidah fiqih kedua yang ditemukan relevan adalah ررضرض رفدل ررخلا ررضرض لمحتي

ررعلا (yuḥtamal al-ḍarar al-khāṣ li daf‘i al-ḍarar al-‘ām), yang berarti "Kemudharatan kecil harus

ditangguhkan untuk menghindari kemudharatan besar." (As-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha’ir). Dalam

konteks ini, individu yang ingin mengekspresikan diri melalui sound horeg memang memiliki hak

untuk menikmati hiburan, namun hak tersebut tidak dapat mengalahkan hak kolektif masyarakat

untuk hidup tenang.

Interpretasi dari kaidah ini memperlihatkan bahwa hak individu dalam berekspresi boleh

dikurangi apabila hal tersebut berpotensi menimbulkan mudharat sosial yang lebih besar (Pratama et

al., 2022). Dengan kata lain, membatasi atau bahkan melarang praktik sound horeg di ruang social

adalah bagian dari upaya fiqih untuk menjaga kemaslahatan umum. Temuan ini juga memperkuat hasil

penelitian Rahman (2022) yang menekankan bahwa budaya sosial hanya dapat diterima jika tidak

mengganggu harmoni sosial (Komala et al., 2025).

Tabel 2. Relasi Hak Individu dan Hak Kolektif dalam Kaidah Fiqih

Aspek
Hak Individu

(Manfaat Kecil)

Hak Kolektif

(Kemaslahatan Besar)
Implikasi

Hiburan &

Ekspresi

Menikmati musik

keras sebagai

kesenangan

Ketenangan dan

kenyamanan

masyarakat

Hak individu boleh dikurangi

demi menjaga kepentingan

sosial umum.

Kebutuhan

Sosial

Identitas komunitas

tertentu

Harmoni dan

keharmonisan

antar warga

Mencegah konflik sosial lebih

diutamakan daripada

kesenangan pribadi

C. Potensi Kemudharatan dan Prinsip Menolak Kerusakan

Kaidah fiqih selanjutnya yang berhubungan dengan tren sound horeg adalah ررتفللف ءضد

ررتصلرا بلج ىلع مدفا (dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ), yang berarti

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan." (As-Suyuthi, al-Asybah wa al-
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Nazha’ir). Dalam praktik sound horeg, kemaslahatan yang diperoleh hanya sebatas hiburan sementara

bagi sebagian kelompok, sementara kerusakan atau mudharat yang ditimbulkan jauh lebih luas dan

berjangka panjang.

Interpretasi kaidah ini menunjukkan bahwa meskipun ada sebagian manfaat dalam praktik

sound horeg, namun jika kerusakan yang ditimbulkan lebih besar, maka yang lebih utama adalah

mencegah kerusakan tersebut (Puspita et al., 2025). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya laporan

warga mengenai gangguan kesehatan (seperti pusing, gangguan tidur), keretakan sosial, hingga

potensi konflik antar kelompok. Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah fiqih ini, upaya mencegah

praktik sound horeg di ruang publik lebih diutamakan daripada membiarkan budaya tersebut

berkembang (Adhim, 2025).

Tabel 3. Analisis Kemaslahatan dan Kemudharatan Sound Horeg

Indikator Kemaslahatan (Manfaat) Kemudharatan (Kerusakan)

Hiburan
Menjadi sarana ekspresi dan

kesenangan kelompok kecil

Mengganggu kenyamanan masyarakat

luas, berpotensi menimbulkan konflik

Sosial Identitas komunitas tertentu
Merusak harmoni sosial, menimbulkan

ketegangan antar warga

Kesehatan Memberikan euforia sementara
Menyebabkan stres, gangguan tidur, dan

potensi gangguan pendengaran

Fiqih
Dapat dilihat sebagai mubah bila

tidak merugikan

Lebih condong pada mafsadah, sehingga

perlu dicegah sesuai kaidah fiqih

D. Prinsip Moderasi dan Larangan Berlebih-lebihan

Kaidah fiqih keempat yang relevan dalam penelitian ini adalah لدفض رلضراضل حيبا مل

يدفضقل (mā ubiḥa li al-ḍarūra yuqaddar bi qadarihā), yang berarti "Apa yang dibolehkan karena

darurat harus dibatasi sesuai kadarnya." (as-Suyuthi, al-Ashbah wa al-Nazha’ir). Dalam konteks sound

horeg, mendengarkan musik atau audio secara umummemang diperbolehkan dalam fiqih selama tidak

melanggar prinsip syar‘i, namun penggunaan suara pada volume ekstrem di ruang publik melampaui

batas kewajaran (Luthfianita, 2023).

Interpretasi kaidah ini menekankan pentingnya moderasi (wasathiyyah) dalam penggunaan

fasilitas audio. Hiburan yang dibolehkan tidak seharusnya berubah menjadi praktik yang berlebihan

hingga menimbulkan mudharat (Mubarok et al., 2022). Oleh karena itu, meskipun mendengarkan
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musik atau menggunakan sound system tidak dilarang, penggunaannya harus dibatasi pada volume

yang wajar dan konteks yang tepat, misalnya di ruang pribadi atau acara yang memang diatur dengan

baik. Temuan ini sejalan dengan prinsip fiqih sosial kontemporer yang menekankan keseimbangan

antara kebebasan individu dan etika kolektif (Dayusman et al., 2023).

Tabel 4. Prinsip Moderasi dalam Kaidah Fiqih

Aspek
Praktik yang

Diperbolehkan

Praktik yang Dilarang

(Berlebihan)
Implikasi

Hiburan &

Musik

Mendengarkan musik

dengan volume wajar

Menggunakan audio

dengan volume ekstrem di

ruang publik

Moderasi adalah kunci;

berlebihan menyalahi

prinsip fiqih.

Konteks

Penggunaan

Acara resmi, hajatan,

atau ruang pribadi

Tempat umum, masjid,

jalan raya, lingkungan

pemukiman

Penggunaan harus sesuai

kadar dan tidak

melampaui kewajaran.

Dari temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tren sound horegmemiliki keterkaitan erat

dengan prinsip-prinsip universal dalam fiqih. Hadits lā ḍarar wa lā ḍirār menegaskan larangan

menimbulkan bahaya bagi orang lain; kaidah yuḥtamal al-ḍarar al-khāṣ li daf‘i al-ḍarar al-‘ām

menunjukkan bahwa hak kolektif harus diutamakan; kaidah dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-

maṣāliḥmenekankan prioritas mencegah kerusakan daripada mengejar manfaat; dan kaidahmā ubiḥa
li al-ḍarūra yuqaddar bi qadarihā menekankan pentingnya moderasi dalam praktik yang

diperbolehkan. Dengan demikian, praktik sound horeg pada volume berlebihan di ruang publik tidak

sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih, sehingga perlu adanya pembatasan dan regulasi etis agar sejalan

dengan nilai kemaslahatan Islam (Yusram et al., 2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sound horeg dengan penggunaan audio

berlebihan di ruang publik tidak sejalan dengan kaidah fiqih yang menekankan etika sosial,

pencegahan mudharat, serta prinsip moderasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yusuf dan

Abdullah (2021) dalam International Journal of Islamic Thought yang menegaskan bahwa kebisingan

dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār, karena
menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis bagi orang lain. Namun, jika ditinjau lebih jauh,

penelitian ini memperluas temuan mereka dengan menghadirkan konteks budaya populer lokal

seperti sound horeg yang memiliki dimensi sosial lebih kompleks dibanding sekadar isu kebisingan.

Hal ini memperlihatkan bahwa analisis fiqih terhadap budaya kontemporer tidak bisa berhenti pada

level normatif semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan realitas sosial yang melatarbelakanginya

(Robi’ah et al., 2025).

Selain itu, penelitian Rahman (2022) dalam Asian Journal of Islamic Studies menggarisbawahi

bahwa budaya populer dapat diterima selama tidak menimbulkan disharmoni sosial (Antika et al.,
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2025). Hasil penelitian ini justru memperlihatkan adanya kecenderungan sebaliknya, di mana tren

sound horeg menjadi pemicu konflik dan keresahan masyarakat, sehingga lebih dekat pada kategori

mafsadah dibanding maṣlaḥah. Sementara itu, Al-Harthi (2020) dalam Journal of Islamic Ethics

menyatakan bahwa ruang publik seharusnya diatur berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah agar

tercapai keseimbangan antara hak individu dan kolektif (Muhammaddiah & Safitri, 2025). Interpretasi

penelitian ini membenturkan pandangan tersebut dengan realitas bahwa hak individu untuk

menikmati hiburan melalui sound horeg harus dibatasi, karena hak kolektif masyarakat atas

ketenangan lebih utama. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi literatur sebelumnya dengan

memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana prinsip-prinsip fiqih dapat diterapkan untuk

mengatur fenomena budaya kontemporer yang berkembang secara cepat di masyarakat Indonesia.

Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena sound horeg dalam perspektif fiqih tidak

dapat dilepaskan dari kaidah-kaidah universal yang menekankan etika sosial, pencegahan mudharat,

dan moderasi. Temuan terpenting dari penelitian ini adalah bahwa kebebasan berekspresi dalam

bentuk hiburan harus selalu dipertemukan dengan tanggung jawab sosial, sehingga prinsip lā ḍarar wa

lā ḍirār, yuḥtamal al-ḍarar al-khāṣ li daf‘i al-ḍarar al-‘ām, dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-

maṣāliḥ, serta mā ubiḥa li al-ḍarūra yuqaddar bi qadarihā menjadi landasan utama dalam mengatur

batasan penggunaan audio di ruang publik. Pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa fiqih

memiliki kelenturan untuk merespons fenomena budaya kontemporer tanpa kehilangan ruh etika dan

kemaslahatan.

Secara keilmuan, tulisan ini memberikan kontribusi penting dengan memperbarui perspektif

fiqih kontemporer terhadap budaya populer, khususnya dalam mengkaji hubungan antara hak

individu dan kolektif di ruang publik. Metode library research yang dipadukan dengan analisis isi

terhadap kitab-kitab fiqih dan literatur modern menjadikan penelitian ini unik dalam merumuskan

batasan etis penggunaan audio. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada konteks yang masih

terbatas pada fenomena di Indonesia, tanpa memperhitungkan variasi gender, usia, dan lintas budaya

yang mungkin memberi perspektif lebih luas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat diperlukan

dengan menggunakan pendekatan lapangan berbasis survei atau observasi partisipatif yang dapat

mengakomodasi keragaman gender, usia, serta latar sosial, sehingga dapat menghasilkan gambaran

yang lebih komprehensif dan dijadikan dasar kebijakan yang tepat guna.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian ini menyarankan agar praktik

penggunaan sound horeg di ruang publik perlu diatur secara etis dan hukum agar tidak menimbulkan

mudharat bagi masyarakat. Pemerintah daerah, tokoh agama, serta komunitas sosial dapat

berkolaborasi untuk merumuskan regulasi dan sosialisasi berbasis nilai-nilai Islam yang menekankan

keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, fenomena

ini dapat diarahkan menjadi budaya yang lebih bijak dan tidak bertentangan dengan prinsip

kemaslahatan bersama.
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